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PUTUSAN
Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.TSe
S\t Y z
P31 -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buton, 23 Desember 1998,
agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN BULUNGAN, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 05 April 1992,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman
KABUPATEN BULUNGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung
Selor pada hari itu juga dengan register perkara  Nomor
288/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 April
2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung
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Selor,  XXXXXXXXX ~ XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
0098/017/1v/2018, tanggal 10 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama 1 tahun, kemudian
pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Selor;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a. Tergugat jarang berada dirumah;
b. Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk mengatur
Keuangan bersama;

6. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bulan maret tahun 2020
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga dari
kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novianti nomor 640405
6312980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan
pada tanggal 29 Mei 2020, telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi
tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/017/IV/2018 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan tanggal 11 April 2013 telah di-nazegelen dan oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian
diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501011206190002 kepala keluarga
atas nama Khairul Fitriansyah tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bulungan, telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
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dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan
tanda P.3;

B. Bukti Saksi.
1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxx XXxxX XxXXxxx, bertempat tinggal di Jl.Sultan Hasanuddin
RT009 Desa/Kelurahan.Tanjung Selor Hulu.Kecamatan. Tanjung
Selor.Kabupaten/Kota.Bulungan, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor selama
beberapa tahun kemudian pindah ke kontrakan di Tanjung Selor
juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, hamun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi dan
jarang dirumah, serta Penggugat mengeluhkan masalah ekonomi
yang diberikan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada 7 (tujuh) bulan lalu, yang mengakibatkan
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan tidak
pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxx XXxxX XxXxxxx, bertempat tinggal di JL.Sultan Hasanuddin
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RTO09 Desa/Kelurahan.Tanjung Selor. Kecamatan. Tanjung selor.
Kabupaten.Bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor selama
kemudian pindah ke kontrakan di Tanjung Selor juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui
penyebabnya yakni Tergugat jarang berada dirumah dan suka pergi
meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pergi dari
rumah kediaman bersama Penggugat dan tidak pernah kembali
lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis
Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan
Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama
Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri
sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai
kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan
ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata
ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut
hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg,
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa
secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan tetap mau
mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.
Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154
ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai
dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh
Penggugat bahwa Tergugat jarang berada dirumah dan Tergugat tidak pernah
mengizinkan Penggugat untuk mengatur Keuangan bersama, dan akibat
perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

ade alll QLo alll J3io5 8l Wlagie alll ooy gulie il 32
038 Jlssl Jls, we3Y 23lses, wldl ohadl 81 pluws
B &5 e oledlls o34l Ll &l §ST 38215
Artinya :  Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu
saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau
hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang
menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR.

Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta
sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat
yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung
Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg
dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah
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pihak principal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung
dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Selor, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta
sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo.
Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut perihal
antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah harus
dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga
dengan kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan
aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285
RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut terbukti antara
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu keluarga dan belum
dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi — saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi | menyatakan awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering
pergi dan jarang dirumah, serta Penggugat mengeluhkan masalah ekonomi
yang diberikan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara
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Penggugat dan Tergugat terjadi pada 7 (tujuh) bulan lalu, yang mengakibatkan
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan tidak pernah
kembali lagi;

Menimbang, bahwa saksi Il menyatakan awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, nhamun saksi
mengetahui penyebabnya yakni Tergugat jarang berada dirumah dan suka
pergi meninggalkan Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pergi
dari rumah kediaman bersama Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il adalah fakta yang
dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi Penggugat
mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang
disebabkan Tergugat jarang berada dirumah dan suka pergi meninggalkan
Penggugat, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi
bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil Penggugat dalam
gugatannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 April
2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung
Selor,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
0098/017/1v/2018, tanggal 10 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor kemudian pindah ke rumah
kontrakan di Tanjung Selor;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan Tergugat jarang berada dirumah, dan masalah keuangan
keluarga;

5. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bulan maret tahun
2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis ber
kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertah
ankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu membe
rikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin,
Padahal Allah berfirman:

8358 Stk Jazs (gl] D555 53] ASdil 03 ST 515 31 322 03
093555 fﬁ9f|535U3 w9 O] 085353
Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaar}-Nya ialah Di menciptakan untuk
mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mer
asa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih da
n sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdap

at tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah dan tidak pernah kembali,
maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban
masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami
sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan
juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat

terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya
maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana
ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap
dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah
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tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada
Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat
Majelis, berbunyi:
dlmall s Ll 4382 awlaall £55
Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Ter
gugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat den
gan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal terse
but harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu
Majah Juz | halaman 736

PUT-R ISR
Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis
Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan
dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya
sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fighul Islami wa Adilatuhu Juz VII
halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi;

ais b aallay login 309 oYl o o lall jmeg LYl s sl
Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan

Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat
menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis,
Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang berada
dirumah, dan masalah keuangan keluarga dan Tergugat sebagai suami
sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi

anggota keluarganya justru malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman
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bersama bulan maret tahun 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, padahal rumah tangga
dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah
apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan
hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat
maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara
Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama,
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Syahrul
Ramadhan, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqgi, S.H. dan Rizal
Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran B,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Imam Faizal Baihagqi, S.H. Syahrul Ramadhan, S.H.I
Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.
Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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